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STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA
WAKTU TERTENTU DENGAN PEKERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
(Studi di PT. BPR Klepu Mitra Kencana)

Abstrak

Dalam mendapatkan suatu pekerjaan, setiap individu dihadapkan pada pilihan
untuk memilih pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain status yang didapat
ketika bekerja, hak dan kewajiban yang didapatpun berbeda. Seseorang yang
bekerja sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu biasanya mendapatkan hak dan
kewajiban yang seimbang dengan beban pekerjaan yang diberikan kepadanya,
sedangkan seseorang yang bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu, hak dan
kewajibannya sering sekali dilanggar. Karena adanya perbedaan antara Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka
seharusnya Tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari
pemerintah. Hal ini berkaitan dengan semakin banyaknya hak-hak para pekerja
yang dibedakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan perbandingan
antara perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak
tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana dan untuk mendeskripsikan Hak dan
Kewajiban yang diperoleh antara Perkerja Waktu Tertentu dan Pekerja Waktu
Tidak Tertentu PT. BPR Klepu Mitra Kencana. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dan
telah diolah akan dibahas dengan metode normatif kualitatif.

Kata Kunci: PKWT, PKWTT, PT BPR Klepu Mitra Kencana, Perjanjian Kerja

Abstract

In getting a job, each individual is faced with the choice of choosing a job with a
Specific Time Work Agreement (PKWT) or an Indefinite Time Work Agreement
(PKWTT). In addition to the status obtained when working, the rights and
obligations are different. A person who works as an Indefinite Time Worker
usually gets rights and obligations that are equal to the workload given to him,
while someone who works as a Specific Time Worker, his rights and obligations
are often violated. Because of the difference between the Specific Time Work
Agreement and the Specific Time Work Agreement, the Workers should be
entitled to the guidance and protection of the government. This is related to the
increasing number of workers' rights. The purpose of this paper is to explain the
comparison between work agreements between certain time workers and certain
time workers at PT. BPR Klepu Mitra Kencana and to describe the Rights and
Obligations obtained between the Workers of Certain Time and Indefinite Time
Workers of PT. BPR Klepu Mitra Kencana. This study uses an empirical juridical
approach. Data collection methods used in this study with literature studies. Data
that has been collected and processed will be discussed with qualitative normative
methods.

Keywords: PKWT, PKWTT, PT BPR Klepu Mitra Kencana, Employment
Agreement



PENDAHULUAN

Setiap orang memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, ia melakukan
aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan apa yang dibutuhkan olehnya
dengan melakukan aktivitas yang dapat meghasilkan pendapatan seperti
menjual sumberdaya yang dimiliki (tanah, tenaga kerja, modal, keahlian
manajerial) kepada perusahaan.’

Dalam mendapatkan suatu pekerjaan, setiap individu dihadapkan pada
pilihan untuk memilih pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
adalahperjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja yang bersifat tidak tetap atau dalam kurun waktu tertentu.
Sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang (PKWTT) adalah
perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat tetap.

Selain status yang didapat ketika bekerja, hak dan kewajiban yang
didapatpun berbeda. Seseorang yang bekerja sebagai Pekerja Waktu Tidak
Tertentu biasanya mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang dengan
beban pekerjaan yang diberikan kepadanya, sedangkan seseorang yang
bekerja sebagai Pekerja Waktu Tertentu, hak dan kewajibannya sering
sekali dilanggar.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan Kkerja
antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja memberikan
perintah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pekerja, dan pekerja akan
diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya.
Untuk medapatkan penghasilan, seseorang akan membutuhkan orang lain
dengan cara hubungan saling bantu membantu dalam memberikan segala
apa yang telah dimiliki dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari

orang lain.?

! Algifari, 2003, Ekonomi Mikro Teori dan Kasus, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi

llmu Ekonomi YKPN, hal.2
2 A. Ridwan Halim, 1987, Sari Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal.3
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Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hubungan antara pekerja
dengan perusahaan saling membutuhkan, oleh karena itu pekerja dan
perusahaan tidak boleh melakukan hal yang semena-mena, hak-hak pekerja
haruslah diperhatikan dan dilindungi agar pekerja dapat bekerja dengan
baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mendefinisikan bahwa
perjanjian  kerja  adalah  “Perjanjian  antara  pekerja  dengan
pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak”. Undang-undang memberikan perlindungan kepada
pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan, meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan keluarga.®

Sehingga sesuai dengan tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah
melaksanakan keadilan sosial dalamketenagakerjaan dan pelaksanaannya itu
diselenggarakan dengan jalan melindungi pekerjaterhadap yang tidak
terbatasoleh pihak pengusaha. Menempatkan pekerja pada suatu kedudukan
yang terlindungi terhadap kekuasaan pengusaha dengan menetapkan
peraturan-peraturan yang memaksa pengusaha bertindak lain daripada yang
sudah-sudah.*

Karena adanya perbedaan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka seharusnya Tenaga
kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.> Hal ini
berkaitan dengan semakin banyaknya hak-hak para pekerja yang dibedakan.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis
yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan.
Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap
adanya perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dan perjanjian kerja

pekerja waktu tidak tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena

* Joni Bambang S., 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, hal. 110
* Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta : Djambatan, hal.9
> Joni Bambang S, Op.Cit., hal. 48



bermaksud menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait
dengan objek yang diteliti, yaitu perjanjian kerja Pekerja Waktu Tertentu
dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu dalam PT BPR Klepu Mitra Kencana.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebatas data
sekunder yang dapat dibedakan menjadi: Bahan Hukum Primer yakni
Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; Bahan Hukum
Sekunder yang terdiri dari Perjanjian kerja Pekerja Waktu Tertentu dan
Perjanjian Kerja Pekerja Waktu Tidak Tertentu PT. BPR Klepu Mitra
Kencana; Buku Referensi; Hasil Karya lImiah; Hasil Penelitian dan Jurnal.
Sedangkan Bahan Hukum Tersier meliputiKamus Hukum dan Kamus
Bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
studi  kepustakaan, observasi atau  pengamatan,  wawancara,
menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku,
pendapat para sarjana dan data sekunder lainnya yang dapat digunakan
sebagai bahan dalam penelitian ini.

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan
metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan
cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan
norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang
ada. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis di
lokasi penelitian baik dari studi kepustakaan maupun wawancara, yang

kemudian disusun secara sistematis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Waktu Tertentu
dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perbandingan

perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan pekerja waktu tidak

tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana. Sebelum menjawab

permasalahan mengenai perbandingan perjanjian kerja antara pekerja waktu
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tertentu dengan pekerja waktu tidak tertentu di PT. BPR Klepu Mitra

Kencana.

Berikut ini adalah contoh perjanjian kerja waktu tertentu dan

perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat di PT. BPR Klepu Mitra

Kencana antara perusahaan dengan pekerja.
Perbandingan PKWT dan PKWTT di PT. BPR Klepu Mitra Kencana
secara lebih lengkap dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan PKWT dan PKWTT di PT. BPR Klepu Mitra

Kencana

No.

PERSAMAAN

Perbandingan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu

Waktu Tidak Tertentu

Penempatan
dan Tugas

Karyawan

Pihak

ditempatkan

Kedua bersedia
oleh Pihak
Kantor Pusat

Mitra

Pertama di
PT. BPR Kilepu
Kencana yang beralamat di
JI. Raya Karangjati No. 25,
Bergas, Kabupaten
Semarang. Pihak Pertama
berhak untuk melakukan
rotasi pekerjaan atau mutasi
pekerjaan terhadap Pihak
Kedua

kebutuhan
Pihak

memberikan

sesuai  dengan

perusahaan.
Pertama akan
Tugas,
Tanggungjawab, dan
Target atas Jabatan dari

Pihak Kedua

Pihak Kedua bersedia ditempatkan oleh
Pihak Pertama di Kantor Pusat PT. BPR
Klepu Mitra Kencana yang beralamat di
JI. Raya Karangjati No. 25 Bergas,
Kabupaten Semarang. Pihak Pertama
berhak

pekerjaan

untuk  melakukan  rotasi

atau mutasi  pekerjaan

terhadap Pihak Kedua sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Pihak Pertama
memberikan

akan Tugas,

Tanggungjawab, dan Target atas

jabatan dari Pihak Kedua

Penilaian Kerja

Penilaian kinerja karyawan

Penilaian  kinerja  karyawan akan




akan dilaksanakan setiap 3

(tiga)
Penilaian Kinerja karyawan

bulan sekali.
akan berpengaruh terhadap
Tunjangan Prestasi dan

Jenjang Karir

dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan
sekali. Penilaian kinerja karyawan akan
berpengaruh

terhadap  Tunjangan

Prestasi dan Jenjang Karir

Sistem
Pengupahan
dan Jaminan

Sosial

Pihak Kedua
menerima upah dari Pihak

akan

Pertama dengan perincian
sesuai dengan Surat

Direksi yang
telah diberikan oleh Pihak
Pertama Pihak
Kedua terpisah.
Pajak Penghasilan (PPH

21) ditanggung oleh Pihak

Keputusan

kepada

Secara

Perusahaan
Pihak

program

Pertama.
mengikutsertakan
Kedua
BPJS
(BPJK-TK) dan besarnya

potongan

dalam
Ketenagakerjaan

maupun
tunjangan BPJS-TK
mengikuti ketentuan yang
berlaku  di
Program BPJS-TK baru
akan diikutsertakan kepada
Pihak  Kedua

minimal masa kerja 12

perusahaan.

dengan

bulan di luar masa

Pihak Kedua akan menerima upah dari
Pihak Pertama dengan perincian sesuai
dengan Surat Keputusan Direksi yang
telah diberikan oleh Pihak Pertama
kepada Pihak Kedua secara terpisah.
Pajak Penghasilan (PPH 21) ditanggung
Pihak

mengikutsertakan Pihak Kedua dalam

oleh Pertama.  Perusahaan
program BPJS Ketenagakerjaan (BPJK-
TK) dan besarnya potongan maupun
BPJS-TK
ketentuan yang berlaku di perusahaan.
Program BPJS-TK

diikutsertakan kepada Pihak Kedua

tunjangan mengikuti

baru  akan
dengan minimal masa kerja 12 bulan di

luar masa percobaan 3  Dbulan.
Tunjangan-tunjangan lain yang belum
disebutkan di dalam perjanjian kerja ini
mengikuti Surat Keputusan Direksi

yang berlaku di perusahaan.




percobaan 3 bulan.

Tunjangan-tunjangan lain
yang belum disebutkan di
dalam perjanjian kerja ini
mengikuti Surat Keputusan

Direksi yang berlaku di

perusahaan.

4 Penyelesaian Dalam hal terjadi | Segala perselisihan yang berkaitan
Perselisihan perselisinan antara para | dengan hubungan kerja antara Pihak
Hubungan pihak, pertama-tama akan | Pertama dan Pihak Kedua wajib
Kerja diselesaikan secara | diselesaikan oleh Perusahaan dan

kekeluargaan untuk | Karyawan secara musyawarah untuk
mencapai kata sepakat. Jika | mufakat;
musyawarah tidak tercapai | Dalam  hal  penyelesaian  secara
kata sepakat maka | musyawarah untuk mufakat
mengenai perjanjian ini dan | sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak
segala akibat serta | tercapai, maka Pihak Pertama dan Pihak
pelaksanaannya para pihak | Kedua dapat menyelesaikan
memilih  domisili  yang | perselisihan tersebut melalui prosedur
umum dan tetap di PHI | peraturan perundang-undangan Yyang
pada Pengadilan Negeri | berlaku
Kabupaten Semarang
Sedangkan perbedaan perjanjian waktu tertentu dan waktu tidak
tertentu selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 2. perbedaan perjanjian waktu tertentu dan waktu tidak tertentu
No. | PERBEDAAN Perbandingan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu Waktu Tidak Tertentu
1 Jangka Waktu | Pihak  Pertama  akan | Perjanjian kerja untuk waktu tidak




memberitahukan
Pihak Kedua apabila Pihak

Pertama akan melakukan

kepada

perpanjangan  perjanjian

kerja ini atau terdapat
perubahan jangka waktu
perjanjian Kkerja atau tidak
memperpanjang
kesepakatan  kerja  ini
paling lama 30 (tigapuluh)
hari sebelum Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu ini

berakhir.

tertentu  (PKWTT)

percobaan 12 bulan ini dihitung sejak

dengan  masa
penandatanganan surat perjanjian ini.
Selama PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat

mengakhiri secara sepihak hubungan

masa  percobaan

kerja tanpa ada tuntutan imbalan dalam

bentuk apapun juga dari pihak lainnya

Waktu Kerja
dan Pakaian
Kerja

Pihak Kedua wajib menaati
ketentuan hari dan waktu
kerja. dan  ketentuan-
ketentuan lain yang telah
dan akan ditetapkan oleh
Pihak  Pertama
berikut:
08.00 — 16.00. Sabtu: 08.00
— 13.00. Pihak Pertama

akan memberikan Pakaian

sebagai

Senin — Jumat:

Kerja (Seragam) kepada
Pihak Kedua apabila Pihak

Kedua telah melewati masa

kerja minimal 6 bulan.
Sementara itu, apabila
belum mencapai masa
kerja seperti yang

Jangka waktu pelaksanaan Ruang

Lingkup Pekerjaan sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Perjanjian Kerja ini
adalah untuk selama waktu tidak tertentu
dengan Jadwal Waktu Kerja, Waktu
Istirahat Kerja, dan Waktu Libur Kerja
sebagai berikut: Jadwal Waktu Kerja
adalah sebagai berikut: Senin- Jumat

: 08.00 — 16.00. Sabtu :08.00 -
13.00. Waktu
sebagai berikut:Senin — Kamis : 12.00 —
13.00. Jumat : 11.30 — 13.30. Waktu

Libur Kerja adalah hari Minggu dan hari

Istirahat Kerja adalah

libur lainnya yang ditentukan oleh
Pemerintah dan atau Perusahaan
Pihak Kedua berhak memperoleh Waktu

Cuti Kerja dengan ketentuan sebagai




disebutkan di atas, maka
Pakaian Kerja Pihak Kedua

adalah bebas dan rapi.

berikut: Jika Pihak Kedua telah bekerja
selama lebih dari 12 (dua belas) bulan
maka Pihak Kedua berhak memperoleh
Waktu Cuti Kerja selama 12 (dua belas)
hari dalam setahun; Jika Pihak Kedua
telah bekerja selama belum lebih dari 12
(dua belas) bulan maka Waktu Cuti
Kerja Pihak Kedua dihitung secara
prorata berdasarkan
kerja Pihak Kedua per-12 (dua belas
bulan) dikali 12 (dua belas) hari.

Pihak Kedua berhak memperoleh Izin
Waktu
dengan ketentuan sebagaimana diatur

lamanya waktu

Meninggalkan Jadwal Kerja

dalam Peraturan Perusahaan

PHK dan
berakhirnya
Perjanjian

Kerja

Perjanjian Kkerja ini akan
berakhir
kewajiban
Pihak  Pertama
Pihak Kedua dalam hal:

tanpa ada
apapun  dari

kepada

Berakhirnya waktu yang

telah  ditentukan  dalam
Perjanjian Kerja ini Selama
perjanjian kerja
berlangsung, Pihak Kedua
melakukan perbuatan-

perbuatan yang dilarang

perusahaan.
Kinerja  Pihak  Kedua
dinyatakan tidak

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat
untuk selalu mengupayakan agar tidak
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,

namun dalam hal ini Pemutusan
Hubungan Kerja tersebut tidak dapat
dihindarkan, maka maksud Pemutusan
Hubungan  Kerja  tersebut  akan
dirundingkan oleh Pihak Pertama dan
Pihak Kedua;
Dalam hal perundingan sebagaimana
dimaksud ayat (1) tidak menghasilkan
kesepakatan, Pihak Pertama berhak
untuk melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja dan Pihak Kedua berhak untuk

melakukan pengunduran diri;




memenuhi standar yang
ditentukan  oleh  Pihak
Pertama .

Evaluasi Kinerja Pihak
Kedua dinyatakan tidak
bisa memenuhi target yang
telah ditetapkan oleh Pihak
Pertama.

Karena alasan tertentu,
perusahaan tidak mampu
beroperasi.

Pihak  Pertama  dapat
mengakhiri Perjanjian
Kerja ini dengan syarat
memberikan
pemberitahuan terlebih
dahulu  kepada  Pihak
Kedua 30 (tiga puluh) hari

sebelum Pihak Pertama

mengakhiri Perjanjian
Kerja ini.

Pihak Kedua dapat
mengakhiri Perjanjian

Kerja ini dengan syarat
memberikan

pemberitahuan terlebih
dahulu  kepada  Pihak
Pertama 30 hari sebelum
Pihak Kedua mengakhiri

Perjanjian Kerja ini
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Peringatan dan

Sanksi

Pihak

memberikan

Pertama  akan
peringatan
berupa teguran lisan, surat
peringatan hingga
pemutusan hubungan kerja
Pihak  Kedua

pelanggaran
tidak

atau melakukan

apabila
melakukan
tata tertib kerja,
disiplin,
pekerjaan yang dianggap
membahayakan

perusahaan.

Pihak Pertama berhak memberikan
Peringatan dan Sanksi kepada Pihak
Kedua yang melakukan pelanggaran
terhadap Kewajiban dan
yang telah
berdasarkan Peraturan Perusahaan dan
yang
berlaku berupa: Skorsing; Pemutusan

Larangan
karyawan ditentukan

peraturan  perundang-undangan
Hubungan Kerja.

Pemberian sanksi kepada Pihak Kedua
sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas
dilakukan oleh Pihak Pertama dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Perusahaan

Berdasarkan perbandingan persamaan dan perbedaan perjanjian kerja
waktu tertentu dan waktu tidak tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana
dapat dianalisis sebagai berikut.

Berdasarkan perjanjian waktu tertentu dan perjanjian waktu tidak
tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana, terdapat perbedaan-perbedaan
signifikan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hartono, selaku Direktur
Marketing di PT. BPR Klepu Mitra Kencana. Bapak Hartono menjelaskan
bahwa perjanjian kerja di PT. BPR Klepu Mitra Kencana terbagi menjadi 2
yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu. Adapun perjanjian kerja waktu tertentu yaitu setelah karyawan
lepas dari masa percobaan atau training 3 bulan, apabila dianggap
memenuhi syarat, maka karyawan tersebut dikontrak dengan waktu tertentu
yaitu setelah terlepas dari masa pelatihan atau masa training 3 bulan,
karyawan tersebut dikontrak selama 1 tahun. Dan perjanjian kerja waktu

tidak tertentu, jika pekerja setelah 1 tahun dianggap memenuhi syarat, maka
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dikontrak dengan waktu tidak tertentu dan diangkat menjadi pegawai
tetap.”®

Lebih lanjut, dari hasil wawancara Bapak Hartono, menjelaskan bahwa
perbedaan PKWT dan PKWTT juga termasuk dalam hal pelatihan dan
bimbingan kerja yang diberikan kepada pekerja baik pekerja waktu tertentu
maupun waktu tidak tertentu. Untuk pekerja waktu tertentu, diikutkan
pelatihan-pelatihan yang sifatnya internal, yakni yang disediakan oleh pihak
perbankan, adapun pelatihan yang diikutsertakan untuk karyawan untuk
waktu tidak tertentu sudah sesuai dengan UU Tenaga Kerja, yakni hak
untuk memperoleh pelatihan kerja yakni baik hak intern perbankan maupun
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga-
lembaga yang berhubungan dengan perbankan baik khususnya dari
perbarindo, otoritas jasa keuangan, kita selalu mengikutsertakan tenaga
kerja yang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun pekerja.’

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 didefinisikan bahwa
perjanjian  kerja  adalah  “Perjanjian  antara  pekerja  dengan
pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak”. Undang-undang memberikan perlindungan kepada
pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan, meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan keluarga.®

Perjanjian  kerja yang dalam bahasa Belanda  disebut
Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a
KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja
adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (pekerja), mengikatkan dirinya
untuk dibawah perintah pihak yang lain, pemberi kerja/pengusaha untuk
suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.9
Menurut Imam Soepomo perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana

pihak kesatu pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima

® Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Hartono, Direktur Marketing PT. BPR Klepu Mitra
Kencana tanggal 1 Juni 2018

8 Joni Bambang S., 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, hal. 110
% Refly, “Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan dengan
Perusahaan,” Jurnal Lex Privatum, Vol.ll, No.3, (Agustus-Oktober, 2014), him. 172-173

12



imbalan pada pihak lain yaitu pengusaha, dan pengusaha mengikatkan diri
untuk memperkerjakan pekerja serta memberikan imbalan.’® Perjanjian
untuk waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang jangka waktu berlakunya
ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut, sedangkan perjanjian kerja untuk
waktu tidak tertentu jangka waktunya tidak disebutkan dalam perjanjian
kerja, tidak menyebutkan untuk berapa lama tenaga kerja harus melakukan
pekerjaan tersebut.*

Mengenai jangka waktu PKWT diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Dalam membuat suatu
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja tertentu batas maksimal waktu yang
diperjanjikan adalah 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang atau
diperbarui untuk satu kali saja karena satu hal tertentu. Perpanjangan
tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sama dengan
catatan jumlah seluruh waktu dalam kesepakatan kerja tertentu tidak boleh
melebihi dari 3 (tiga) tahun.*?

Pembaharuan PKWT adalah hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja
waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu
boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Jika dilihat dari
KUHPerdata perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atas dasar
jangka waktu, apabila telah habis waktunya dapat diperpanjang apabila
tidak ada bantahan. Hal ini diatur dalam pasal 1603 f ayat (1)."2

Berdasarkan PKWT dan PKWTT yang dibuat di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana, dari contoh perjanjian kerja di atas, bahwa perjanjian kerja
tersebut telah sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara

191 alu Husni, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, hal.36

1 Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Asdi
Mahasatya, hal. 69-70

Y2Apri dkk, “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang
Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian,” USU Law Journal, Vol.5, No.1, (Januari, 2017), him.

13



tertulis sekurang-kurangnya memuat : Nama, alamat perusahaan, dan jenis

usaha; Nama, janis kelamin, umur, dan alamat pekerja; Jabatan atau jenis

pekerjaan; Tempat pekerjaan; Besarnya upah dan cara pembayarannya;

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja;

Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; Tempat dan tanggal

perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani para pihak dalam perjanjian

kerja.

Dimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. BPR. Klepu
Mitra Kencana memuat pokok-pokok perjanjian sebagai berikut: (a) Jangka
waktu; (b) Penempatan dan tugas karyawan; (c) Penilaian kinerja; (d)
Waktu kerja & pakaian kerja; (e) Sistem pengupahan dan jaminan sosial; (f)
Berakhirnya perjanjian kerja; (g) Peringatan; (h) Perselisihan.

Sedangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR.
Klepu Mitra Kencana memuat pokok-pokok perjanjian sebagai berikut: (a)
Definisi; (b) Penempatan dan tugas pihak kedua; (c) Penilaian kinerja; (d)
Waktu kerja; (e) Sistem pengupahan dan jaminan sosial; (f) Pemutusan
hubungan kerja; (g) Penyelesaian perselisinan hubungan kerja; (h)
Peringatan dan sanksi; (i) Berakhirnya perjanjian.

3.2 Hak dan Kewajiban yang Diperoleh Antara Pekerja Waktu
Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR Klepu
Mitra Kencana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban yang diperoleh

antara pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu di PT. BPR

Klepu Mitra Kencana.

Bapak Hartono, selaku Direktur Marketing di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana menjelaskan bahwa, adapun hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh karyawan dalam perjanjian waktu kerja tertentu yaitu
pihak pertama dengan ini bermaksud memperkerjakan pihak kedua
menyatakan setuju untuk bekerja dengan pihak pertama sebagai karyawan
kontrak dengan jabatan staff marketing, kedua perjanjian ini berlaku mulai
tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, ketiga pihak pertama akan
memberikan kepada pihak kedua apabila pihak pertama melakukan
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perpanjangan perjanjian Kkerja ini atau terdapat perubahan jangka waktu
perjanjian kerja, atau tidak memperpanjang perjanjian kerja, paling lambat
30 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, jadi pihak PT.
BPR Klepu Mitra Kencana akan memberikan waktu kurang lebih 30 hari
untuk memberikan kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan atau
diangkat kontraknya selama 1 tahun untuk bisa diangkat atau diberhentikan.
Untuk haknya, ada beberapa pasal yang mengatur hak-hak dan kewajiban
yang tertera di dalam perjanjian kerja waktu tertentu maupun waktu tidak
tertentu.™*

Hak dan kewajiban yang diperoleh pekerja di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Hartono. Bahwa
terdapat hak cuti yang diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja
selama 12 bulan, kewajibannya yaitu pihak kedua akan menerima upah dari
pihak pertama dengan perincian sesuai dengan keputusan direksi yang telah
diberikan pihak pertama kepada pihak kedua secara terpisah. Adapun
karyawan dalam PKWTT sudah memperoleh waktu cuti kerja dengan
ketentuan jika pihak kedua telah bekerja selama 12 bulan, maka pekerja
berhak memperoleh cuti selama 12 hari dalam satu tahun, jika pihak kedua
telah bekerja selama lebih dari 12 bulan, maka waktu cuti pihak kedua
dihitung secara perorangan berdasarkan lamanya waktu bekerja pihak kedua
per 12 bulan dikali 12 hari. *°

Selain itu pihak kedua atau karyawan memperoleh program BPJS
Ketenagakerjaan dan besarnya potongan maupun tunjangan BPJS tenaga
kerja mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan, program BPJS
tenaga kerja baru akan diikutsertakan bila pihak kedua atau pekerja minimal
telah menempuh masa kerja 12 bulan di luar masa percobaan 3 bulan.

Terkait pelaksanaan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan di PT. BPR Klepu Mitra Kencana. Adapun hak-haknya
sudah diatur dalam Pasal 6 dalam UU No. 13 tahun 2003, yang kurang lebih

4 Wawancara Pribadi Penulis dengan Bapak Hartono, Direktur Marketing PT. BPR Klepu Mitra
Kencana
> 1bid.
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berbunyi, “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang
sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Di PT. BPR Klepu Mitra Kencana
telah melakukan atau menerapkan hal tersebut , jadi PT. BPR Klepu Mitra
Kencana tidak melihat atau memandang suku ras atau agama, jenis kelamin,
warna kulit, keturunan dan aliran politik. Jadi di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana sudah sesuai dalam penerapan UU No. 13 tahun 2003 dalam hal
pengakuan kompetensi, kualifikasi kerja, maupun hak memilih penempatan
kerja, sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.*®

Berdasarkan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pekerja waktu
tertentu dan waktu tidak tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana dapat
dianalisis sebagai berikut.

Dalam hal perlindungan perusahaan di PT. BPR Klepu Mitra Kencana
terhadap pelaksanaan kerja dan keselamatan kerja, untuk setiap karyawan
sudah diikutsertakan dalam BPJS baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS
Kesehatan jadi semua sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003. Nanti
juga ada dalam hak dan perlindungan tenaga kerja, dalam hal ini setiap
tenaga kerja atau buruh dalam Pasal 86 dalam UU No. 13 tahun 2003,
berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan kerja, dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia dan nilai-nilai agama, jadi semua sudah memenuhi
UU Ketenagakerjaan."’

Berdasarkan hasil penelitian tentang hak dan kewajiban yang diperoleh
pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu yang dibuat di PT.
BPR Klepu Mitra Kencana dapat dianalisis, bahwa hak dan kewajiban
tersebut telah sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 ayat (3),
Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), Psal 88 ayat (1), Pasal 99 ayat
(1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 137 dan Pasal 145. Sebagaimana telah
dikemukakan diatas bahwa hubungan antara pekerja dengan perusahaan

saling membutuhkan, oleh karena itu pekerja dan perusahaan tidak boleh

' 1bid.
" 1bid.

16



melakukan hal yang semena-mena, hak-hak pekerja haruslah diperhatikan
dan dilindungi agar pekerja dapat bekerja dengan baik.

Selain itu mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha juga
merupakan aspek penting dalam pelaksanaan hubungan kerja. Hak pekerja
merupakan sesuatu yang harus diterima para pekerja dimana merupakan
kewajiban pekerja dalam memberikan hak kepada pekerja untuk

kelangsungan hidup dan kemanfaatan hidup pekerja.

PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Pertama. Perbandingan perjanjian kerja antara Pekerja Waktu Tertentu
dengan Pekerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai
perbandingan perjanjian kerja antara pekerja waktu tertentu dengan
pekerja waktu tidak tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana, dapat
disimpulkan bahwa perbedaan antara PKWT dan PKWTT meliputi
dalam hal jangka waktu, pemberian hak cuti, kemudian dalam hal
penempatan tugas pihak kedua, penilaian kinerja yang berpengaruh
pada tunjangan prestasi dan tunjangan karir. Perbandingan PKWT dan
PKWTT di PT. BPR Klepu Mitra Kencana dapat dilihat dari beberapa
unsur sebagai berikut: (a) Jangka waktu; (b) Penempatan dan Tugas
Karyawan; (c) Penilaian Kerja; (d) Waktu Kerja dan Pakaian Kerja; (e)
Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial; (f) PHK dan Berakhirnya
Perjanjian Kerja; (g) Peringatan dan Sanksi; (h) Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Kerja

Kedua. Hak dan kewajiban yang diperoleh antara Pekerja Waktu
Tertentu dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu di PT. BPR Klepu Mitra
Kencana. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban
yang diperoleh antara pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak
tertentu di PT. BPR Klepu Mitra Kencana. Bahwa hak-hak yang
diperoleh baik oleh pekerja waktu tertentu maupun pekerja waktu tidak
tertentu di antaranya: (a) Hak cuti karyawan ; (b) Karyawan

17



4.2

memperoleh program BPJS Ketenagakerjaan ; (c) Hak mendapatkan
perlindungan yang terdiri dari keselamatan kerja, dan kesehatan kerja,
moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia dan nilai-nilai agama; (d) Hak mendapatkan upah
yang layak sesuai ketentuan perusahaan; (e) Hak mendapatkan
penilaian kerja, bimbingan kerja yang berkaitan dengan karier.

Selain itu mengenai kewajiban yang diperoleh pekerja di PT.
BPR Klepu Mitra Kencana adalah sebagai berikut: (a) Kewajiban
pekerja melakukan pekerjaan; (b) Kewajiban mentaati aturan dan
petunjuk dari pengusaha; (c) Kewajiban pekerja dalam melakukan
pekerja sesuai target yang ditentukan; (d) Bertanggung jawab jika
melanggar peraturan dalam hal membayar ganti rugi, atau denda atau
diberhentikan dari pekerjaan.
Saran
Pertama. Kepada PT. BPR Klepu Mitra Kencana, agar lebih baik lagi
dalam melakukan rekruitmen dan dalam hal pelaksanaan perjanjian
kerja baik untuk PKWT maupun PKWTT agar penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dapat
diminimalisir terhadap pelaksanaan perjanjian kerja itu sendiri.

Kedua. Kepada masing-masing pihak dalam perjanjian Kkerja
khususnya bagi pekerja baik pekerja waktu tertentu maupun pekerja
waktu tidak tertentu, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang
ditetapkan oleh standar perusahaan dengan mentaati aturan dan juga
mencapai target target yang ditentukan perusahaan, dan juga
mengambil hak-hak yang didapatkan dari perusahaan sesuai ketentuan
yang ditetapkan.
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